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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengetian Tindak Pidana Menurut Ahli

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik,

perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.Kata

strafbaar feit terdiri dari 3 kata,yakni straf,baar dan feit.berbagai istilah yang di

gunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu,ternyata straf di terjemahkan

sebagai pidana dan hukum.perkataan baar di terjemahkan dengan dapat dan

boleh,sedangkan untuk kata feit di terjemahkan dengan tindak,peristiwa,perbuatan

dan pelanggaran.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo,

pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :

a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu

pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan

menyelamatkan kesejahteraan umum ;

b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar

feit” adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan



18

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas,

J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi strafbaar feit menjadi dua

pengertiaan, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :

a. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu

kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.

b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “strafbaar

feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan

dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.17

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan

3. Macam-macam maksud atau oogmerk

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad

5. Perasaan takut atau vress

17 P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Delik-delik Khusus, Tarsito, Bandung, 1981
Hlm.193.
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Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

a. Sifat melanggar hukum

b. Kualitas dari si pelaku

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan

suatu kenyataan sebagai akibat.18

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua)

unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

1) Sengaja (dolus)

2) Kealpaan (culpa)

Unsur pokok objektif:

1) Perbuatan manusia

2) Akibat (result) perbuatan manusia

3) Keadaan-keadaan

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum19

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua)

macam yakni:

a) Kesengajaan (Opzet)

Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui

(willens en wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

18 Ibid, Hlm.193.
19 Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992. Hlm. 295.
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(1) Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-

unsur tindak pidana dalam UU .

(2) Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku

mampu membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet.

b). Culpa

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan

hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak

pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga

akibat yang tidak disengaja terjadi.20

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu

kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan

tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti

tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur

di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan

ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak

pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang

Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan,

dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara

20 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama Jakarta, 2004,
Hlm. 65-72.
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pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di

luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-

Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan

sebagainya.

3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak

kejahatan atau pidana. Bisa dilihat sebagai kenyataanya bahwa manusia dalam

pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan norma, terutama norma

hukum.

Separovic mengemukakan ada dua (2) faktor yang menyebabkan terjadinya

kejahatan,yaitu:21

1. Faktor personal termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin,

keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan,dan

keterasingan)

2. Faktor situasional seperti konflik, faktor tempat dan waktu

Dalam perkembanganya terdapat beberapa faktor berusaha untuk menjelaskan

sebab-sebab kejahatan.

A.Teori Tentang Sebab-sebab tindak pidana

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan

untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan.

21 Hamzah, Andi.2005,Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta.Hlm 64
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Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan

hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam

menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu

teori dengan teori lainnya.

Adapun teori-teori kriminologi tentang tindak pidana, sebagai berikut:22

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di

Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut

psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa

senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang

baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan

yang mana yang tidak.

Lalu Beccaria menyatakan bahwa semua orang melanggar yang Undang-Undang

tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan

jiwa, kaya atau miskin, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya. Hukuman yang

dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari

pelanggaran Undang-Undang tersebut.Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut

setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah

diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud

pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan

hukuman.

22 P.A.F Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.Cetakan ketiga. Citra Aditya
Bakti, Bandung. Hlm 42
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Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi dua hal:

a. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar

pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan

secaraintelegen suka dan duka.

b. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut,

untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk

perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat

dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa- peristiwa tertentu

yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik.

Menurut Made Darma Weda bahwa Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan

revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak

menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tenteng sifat-sifat manusia yang

berlaku pada waktu itu.Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah

makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya

bertanggung jawab atas perbuatan-parbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa

katakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo klasik adalah sebagai berikut :23

a. adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan

kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan

23 Andi Hamzah. 1997. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta Hlm 30
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untuk bertindak,sakit jiwa,atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang

untuk memperlakukan kehendak bebasnya.Premeditasi niat, yang dijadikan

ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal

yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus

dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan

kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.

b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik

(cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau

keadaan mental dari individu.

c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan

perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja, sebab-sebab

utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja

adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi

pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk

menentukan besarnya tanggung jawab,untuk menentukan apakah si

terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo-klasik

menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, yang ajaib

(gaib),sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya

pelaksanaan hukum pidana.

Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang

naturalistik terhadap perilaku/ tingkah laku manusia.Gambaran mengenai manusia

sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran
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manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar

rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya.

Menurut A.S.Alam bahwa : Teori-teori klasik melihat bahwa orang yang tidak

mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan

kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang

lemah ingatan dibebaskan dari tanggungjawab atas perbuatannya.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori kartografi  yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai

berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai

ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan

dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Bahwa

Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada.

Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar

manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak

dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada

determinasi ekonomi.Menurut para tokoh ajaran ini bahwa  “kejahatan timbul

disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam

masyarakat.”Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “Kejahatan itu merupakan

bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin

tinggi pula cara melakukan kejahatan.”Berdasarkan pendapat tersebut di atas,
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maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang

ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan

mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori

tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan

pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan

antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat.

Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:24

a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso bahwa, kejahatan

merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born).Selanjutnya

ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan

fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.Adapun beberapa

proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso yaitu:

1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;

2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang

asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut

yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;

3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi

merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku

24 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 91
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kriminal;

4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan

kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.

5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri,

pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

B. Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak pidana korupsi

Kata "KORUPSI" berasal dari bahasa latin yaitu "corruptio atau corruptus".

Namun kata "corruptio" itu berasal pula dari kata asal "corrumpere", yaitu suatu

kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke

banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, Prancis yaitu corruption,

Belanda yaitu corruptie. Dari bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke

bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi.

Dalam UU No.31 Tahun 1999, Pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan

sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan

kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.25

Black’s Law Dictionary juga mengungkapkan mengenai Pengertian Korupsi,

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk

memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari

pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di

25 Chaerudin, Syaiful Ahmad, Syarif Fadillah, Startegi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak
Pidana Korupsi, P.T Refika Aditama, Bandung. 2008.Hlm.20
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dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang

berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.

Dari pengertian korupsi yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa Pengertian Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan

uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada

negara.

Menurut Suyatno tindak pidana Korupsi dapat didefiniskan ke dalam 4 jenis

yaitu:26

(1) Discritionery corruption adalah korupsi yang dilakukan karena adanya

kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat

sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota

organisasi.

(2) illegal corruption merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan

bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

(3) Mercenry corruption adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk

memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan

kekuasaan.

(4) Ideological corruption yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun discretionery

yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

26 Ibid Hlm 24
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2. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai Ciri-ciri korupsi, Syed Hussein Alatas memberikan ciri-ciri

korupsi, sebagai berikut :27

1) Ciri korupsi selalu melibatkan lebih dari dari satu orang. Inilah yang

membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan.

2) Ciri korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang

melatarbelakangi perbuan korupsi tersebut.

3) Ciri korupsi yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.

Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang.

4) Ciri korupsi yaitu berusaha untuk berlindung dibalik pembenaran hukum.

5) Ciri korupsi yaitu mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki

kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

6) Ciri korupsi yaitu pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada

badan publik atau pada masyarakat umum.

7) Ciri korupsi yaitu setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif

dari mereka yang melakukan tindakan tersebut.

8) Ciri korupsi yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan

kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

27 Ibid Hlm 29
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3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

terdiri dari 2 unsur, yaitu :28

1. Unsur-unsur subyektif yang meliputi :

a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi;

b. Perbuatan melawan hukum;

2. Unsur-unsur objektif yang meliputi :

a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukannya;

b. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

C. Pengertian Pajak

Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara

berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat

balas jasa secara langsung. serta kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan

terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh Negara atau institusi yang

fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai

macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma

hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai

kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan

28 Ibid Hlm 30
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terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri

dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang

ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak

mengenakan pajak.29

D. Teori kebijakan Dekriminalisasi

Dekriminalisasi adalah penggolongan suatu perbuatan yang pada mulanya

dianggap sebagai pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku biasa.30

Bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus

didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan

bermacam-macam faktor, termasuk :31

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan

hasil-hasil yang ingin dicapai.

2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya

dengan tujuan-tujuan yang dicari

3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya

dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber

tenaga manusia

4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenan

dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder

29 Huda, Choerul. 2006, Sistem Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menujukepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,Jakarta: Kencana.Hlm. 19
30 Barda Nawawi Arief, 2011, Kebijakan Hukum Pidana. Bunga Rampai. Jakarta.Hlm.231
31 Andrisman, Tri. 2009.Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Indonesia. Lampung. Penerbit Universitas Lampung. Hlm. 15
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Bersadarkan hal tersebut di atas maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan

menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :32

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si

pembuat.

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang

berhubungan dengan kelakuannya yaitu : disengaja dan sikap kurang hati-hati

atau lalai

3. Tidak alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban

pidana bagi si pembuat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

jenis penjatuhan sanksi pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap tindak

pidana korupsi adalah sebagai berikut :

Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun
1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Pidana Penjara

a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara

32 Hamzah, Andi.1997. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.Hlm.18
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melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perkonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)

b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal
3)

c. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi
setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tersangka atau
terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)

d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29,
Pasal 35, dan Pasal 36.

Pidana Tambahan

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau
barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak
pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan
barang-barang tersebut.

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama
dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1
(satu) tahun.

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan
oleh pemerintah kepada terpidana.

e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1
(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut.
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f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang
lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya
sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-
Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan
pengadilan.

g. Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu
korporasi

Sedangkan uraian lengkap mengenai pengaturan RUU Pengampunan Pajak

Nasional yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut :

Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 draft RUU pengampunan Pajak Nasional yang

didapat, bahwa :

Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Surat Keputusan Pengampunan

Nasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, memperoleh

fasilitas di bidang perpajakan berupa:

a. Penghapusan Pajak Terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana

di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum Undang-Undang ini

diundangkan yang belum diterbitkan ketetapan pajak.

b. Tidak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, pemeriksaan pajak,

pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana di

bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun

pajak, dan tahun pajak sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

c. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan sedang dilakukan pemeriksaan pajak atau

pemeriksaan bukti permulaan untuk kewajiban perpajakan sebelum Undang-
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Undang ini diundangkan, atas pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti

permulaan tersebut dihentikan.

Pasal 10

Selain memperoleh fasilitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Orang Pribadi atau Badan juga memperoleh pengampunan tindak pidana

terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana teroris, narkoba dan

perdagangan manusia.

Dengan demikian, koruptor dapat berpeluang mendapatkan pengampunan tindak

pidana terkait perolehan kekayaan dari hasil korupsi .

E. Toeri Kebijakan

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu; menurut Ealaudan Pewitt

kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang

konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan

kebijakan tersebut. Serta, kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur

tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto menyatakan

bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk

mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam

mencapai tujuan tertentu.33

33 Barda Nawawi Arif, 2009, Kebijakan Legislative Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta Hlm 33
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F. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa

ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang

dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut.34

a. Keadilan Komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa

melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

b. Keadilan Distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai

dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

c. Keadilan Kodrat Alam ialah memberisesuatu sesuai dengan apa yang diberikan

oleh orang lain kepada kita sendiri.

d. Keadilan Konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara

telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

e. Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama

baik seseorang yang telah tercemar.

Menurut Teori Plato jenis-jenis keadilan adalah sebagai berikut :35

A. Keadilan Moral, pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi

apabila mampu memberikan perlakukan seimbang antara hak dan

kewajibannya.

34 Masriani Yulies tina, 2012, pengantar hukum Indonesia, sinar grafika, Jakarta. Hlm 21
35 Teguh prasetyo, 2012. Hukum Pidana dan keadilan bernegara, Raja Grafindo, Jakata Hlm 11
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B. Keadilan Prosedural, pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang

terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara

yang diharapkan

Macam-macam Keadilan Secara Umum adalah sebagai berikut :36

Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa) :

Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada

masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan

hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah

Iwan membeli tas andri yang harganya 100 ribu maka iwan membayar 100 ribu

juga seperti yang telah disepakati.

Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva) :

Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-

masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu.

Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau

kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan

distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas

mendapatkan kenaikanjabatan atau pangkat.

Keadilan Legal (Iustitia Legalis) :

Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut Undang-Undang dimana

objeknya adalah masyarakat yang dilindungi Undang-Undang untuk kebaikan

36 Teguh prasetyo, Ibid. Hlm 13
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bersama.Contoh keadilan legal adalah Semua pengendara wajib menaati rambu-

rambu lalu lintas.

Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa):

Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau

denda sesuai dengan pelanggaran atau kejatahannya. Contoh keadilan vindikatif

adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.

Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa) :37

Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing

orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan

kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan

kreatif adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa

interfensi atau tekanan apapun.

Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva) :

Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau

perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak

lain. Contoh keadilan protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para

penjahat.

Keadilan selalu hadir dalam setiap konsekuensi terbaik dan terbesar yang dimiliki

oleh setiap perilaku. Dengan demikian, keadilan utilitarian adalah keadilan yang

dipandang sangat bergantung pada asas manfaat dan kegunaan demi kebahagiaan

banyak orang. Berbeda dengan Utilitarianisme, Rawls memiliki hasil pemikiran

37 Teguh prasetyo, Ibid. Hlm 14
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yang tertuang dalam istilahnya yang terkenal yaitu “The Principles of Justice”

(Prinsip-Prinsip Keadilan).  Prinsip Keadilan Rawls terdiri dari dua hal yaitu:38

(1) each person is to have an equal right to the most extensive total system of

equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all.

(2a) social and economic inequalitiesare to be arranged so that they are to the

greatest benefit of the least advantaged and

(2b) are attached to offices and positions open to all under conditions of fair

equality of opportunity.

Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus

mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalammendapatkan

kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia.

Kebebasan tersebut tertuang pada seperangkat hak yang melekat pada tiap

individu, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hakuntuk berasosiasi, hak untuk

ikut serta aktif dalam sistem politik dan sosial, dan hal tersebut harus berlaku

secara sama pada setiap indivdu.

Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar

manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu. Prinsip kedua

menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar

memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung

dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a), maka bagian (b)

38 John rawls. 1971. A theory of justice, chapter II the principle of justice, terjemahan susanti adi
nugroho : kencana prenada media group Hlm 9
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memberikan kesempatan yang fair pada setiap orang untuk mendapatkan

kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi. Maka

tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan

demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.39

G. RUU Pengampunan Pajak Nasional Dengan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 draft RUU Pengampunan Pajak Nasional yang

didapat, bahwa;40

Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Surat Keputusan Pengampunan

Nasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, memperoleh

fasilitas di bidang perpajakan berupa:

a. Penghapusan Pajak Terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana

di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum Undang-Undang ini

diundangkan yang belum diterbitkan ketetapan pajak.

b. Tidak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, pemeriksaan pajak,

pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana di

bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun

pajak, dan tahun pajak sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

c. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan sedang dilakukan pemeriksaan pajak atau

pemeriksaan bukti permulaan untuk kewajiban perpajakan sebelum Undang-

39 John rawls. Ibid. Hlm 11
40 Draft Ruu pajak pengampunan nasional pasal 9 dan pasal 10
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Undang ini diundangkan, atas pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti

permulaan tersebut dihentikan.

Pasal 10

Selain memperoleh fasilitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9, Orang Pribadi atau Badan juga memperoleh pengampunan

tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana teroris,

narkoba dan perdagangan manusia.

Dengan demikian, koruptor dapat berpeluang mendapatkan pengampunan

tindak pidana terkait perolehan kekayaan dari hasil korupsi.

Sedangkan di Pasal 9, orang pribadi atau badan yang mendapatkan

pengampunan nasional dapat memperoleh fasilitas berupa penghapusan pajak

terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang

perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum Undang-Undang

Pengampunan Nasional ini diundangkan.


